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ABSTRAK 

(A) Nama : Nicolaas Sugiharta (NIM: 217191025) 

(B) Judul Tesis : Akibat Hukum Serta Tanggung Jawab Hukum Terhadap Akta 

Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Selama Masa Cuti 

(C)  Halaman : viii + 154 halaman + 2021 

(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, Akta Otentik, Notaris Cuti. 

(E) Isi :  

Notaris dan PPAT tidak dapat dipisahkan karena diperlukan bagi masyarakat 

di Indonesia, untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum 

dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai pernbuatan, 

perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh 

pejabat yang berwenang. Pada UUJN Pasal 15 angka 1 juga dinyatakan 

bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undnagan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan 

untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan 

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua 

itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan 

kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”. 

Dalam kasus yang penulis angkat, dinyatakan bahwa adanya seorang notaris 

yang melakukan pelanggaran dengan membuat suatu akta selama masa 

cutinya. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana akibat hukum terhadap akta 

otentik yang dibuat oleh notaris selama masa cuti? Bagaimana tanggung 

jawab hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris selama masa 

cuti? Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini ialah: Teori Tanggung 

Jawab dan Teori Kewenangan. Metode penelitian yang digunakan oleh 

penulis adalah metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. 

Apabila akta otentik dibuat oleh notaris yang sedang cuti maka kekuatan 

pembuktian aktanya mengalami degradasi menjadi seperti akta di bawah 

tangan. Dimana seharusnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris, selaku 

pejabat yang berwenang merupakan bukti terkuat dan tepenuh. Notaris yang 

sedang cuti namun membuat akta dapat dikatakan melakukan kelalaian, 

sehingga bias dimintai pertanggungjawaban secara perdata, pidana maupun 

administratif. 

(F) Acuan  : 58 (1986-2016), 3 Peraturan Perundang-undangan, 4 Kamus, 

4 Karya Ilmiah, 14 Artikel/Jurnal dan 3 Internet.   

(G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 

(H) Penulis : Nicolaas Sugiharta 
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ABSTRACT 

(A) Name : Nicolaas Sugiharta (NIM: 217191025) 

(B) Thesis Title : Legal Consequences and Legal Liability for Authentic Deeds 

Made by Notaries During Leave 

(C) Page : viii + 154 page + 2021 

(D) Keyword : Liability, Authentic Deed, Notary Leave. 

(E) Content :  

Notaries and PPATs cannot be separated because they are necessary for the 

people in Indonesia, to ensure certainty, order and legal protection, authentic 

written evidence is needed regarding actions, agreements, stipulations, and 

legal events made before or by authorized officials. In UUJN Article 15 point 

1 it is also stated that: "Notaries are authorized to make authentic deeds 

regarding all acts, agreements, and stipulations required by laws and/or 

desired by the interested parties to be stated in an authentic deed, 

guaranteeing the certainty of the date of making the deed. , keep the deed, 

provide grosse, copies and quotations of the deed, all of that as long as the 

making of the deed is not assigned or excluded to other officials or other 

people stipulated by law. In the case that the author adopted, it was stated 

that there was a notary who committed a violation by making a deed during 

his leave. The formulation of the problem is: What are the legal consequences 

of the authentic deed made by a notary during the leave period? What is the 

legal responsibility for the authentic deed made by the notary during the 

leave period? The theories that will be used in this paper are: Responsibility 

Theory and Authority Theory. The research method used by the author is a 

normative legal research method or normative juridical research. If an 

authentic deed is made by a notary who is on leave, the strength of the proof 

of the deed is degraded to become like an underhand deed. Where should the 

authentic deed made by a Notary, as the authorized official, be the strongest 

and most complete evidence. A notary who is on leave but makes a deed can 

be said to have committed negligence, so that he can be held accountable for 

civil, criminal or administrative responsibility. 

(I) Reference  : 58 (1986-2016), 3 Regulations, 4 Dictionary, 4 Scientific 

Work, 14 Article/Journal dan 3 Internet.   

(J) Lecturer : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. 

(K) Author : Nicolaas Sugiharta 

 

 

 

 


